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ABSTRAK

19 3BH @

CIMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.6 TAHUN 2014 TENTANG
YPENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA TANJUNG KARANG
S KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR

Oleh :
Novry Eventriola

NIN X!

Péhelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana mekanisme pengelolaan
(= . . .
keuangan desa di Desa Tanjung Karang Kecamatan Kampar Kiri Hulu
Kabupaten Kampar dan hambatan-hambatan yang dialami dalam pengelolaan
keyangan Desa Tanjung Karang Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten

mpar. Penelitian ini menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
143 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai acuan penelitian.
Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa terdapat mekanisme pengelolaan keuangan desa
yaitu  perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan  dan
pertanggungjawaban. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
deskriptif kualitatif, penelitian yang menggambarkan suatu keadaan atau
penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri,baik satu
variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau hubungan antar variabel
yang satu dengan variabel yang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah menguraikan data dengan hasil wawancara. Berdasarkan
hasil penelitian terhadap mekanisme pengelolaan keuangan desa di Desa
Tanjung Karang Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar tidak
bgrjalan dengan efektif, karena masih adanya mekanisme-mekanisme yang belum
téfealisasikan dengan baik. Hambatan-hambatan yang dialami antara lain
lefahnya pengetahuan pemerintah desa tentang asas akuntabilitas dalam
mengelola pendapatan asli desa, kurangnya pemahaman tentang asas
ténsparansi dalam mengelola pendapatan asli desa dan kurang proaktifnya
p'?&’nerintah desa dalam menangani keluhan dari masyarakat.

u

K%ta kunci : Pengelolaan Keuangan Desa, Perencanaan, Pelaksanaan,
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.
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PENDAHULUAN

fjlw eydio ey o

Latar Belakang Masalah
Semenjak di berlakukannya Otonomi Daerah di Indonesia, termasuk dalam

b¥lang pemerintahan mendorong pemerintah untuk mempunyai kinerja yang lebih

SN NIN A

efektif dan efisien dari tahun-tahun sebelumnya. Tuntutan masyarakat yang tinggi
teghadap terwujudnya pemerataan pembangunan memaksa pemerintah merubah
t;anan lembaga publik di Indonesia. Untuk mewujudkan hal itu,pemerintah
mengeluarkan UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian berubah menjadi UU No.
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan berubah kembali menjadi UU
No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,

Undang-undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali
pgtensi lokal dan memberikan hak otonom desa yakni diberikan hak-hak istimewa
ui’tuk mengelola dan mengatur desanya sendiri, baik dari segi pengelolaan
kguangan, pemilihan kepala desa, serta proses pembangunan desa agar mampu
n@njadi desa yang mandiri. Sejalan dengan semangat otonomi desa kemudian

)
Ia:fiirlah Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lahirnya

-

L%dang-undang ini merupakan wujud usaha pemerintah untuk mewujudkan

Q
kemandirian desa.

ns

Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 1

7
=

yang dimaksud dengan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
j+¥]

I

nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

Nery wisey|
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©

rrigmiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
-

utisan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
@)

n‘%syarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
=

datam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
-~

S Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tentunya tak terlepas

Z
dg?ifaktor keuangan untuk kelangsungan operasional pemerintahan desa. Menurut

L%J No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 71 Ayat 1 yang dimaksud dengan
kgjangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan
ujng serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak kewajiban desa. Dalam hal pendapatan desa sebagaimana
dimaksud dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 72 Ayat 2 bersumber
dari :

a.  Pendapatan Asli Desa (PADes) terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya
dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa)
Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan
yang diterima kabupaten/kota.
Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota.

Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan

Lain-lain pendapatan desa yang sah.

nery wisey] Jreds ueHng Jjo A@SIdATURITWB]S] 831§
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Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN dan juga Alokasi Dana Desa

ABH @

=

DD) yang bersumber dari APBD hanya bersifat sementara dengan tujuan untuk

21d

nstimulan desa agar mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desanya (PADes)

@ W

sehingga tujuan kemandirian desa mampu terwujud.
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang

gelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa meliputi :

=

Perencanaan.

no

Pelaksanaan

nery exsng Nin

3. Penatausahaan
4. Pelaporan
5. Pertanggungjawaban
Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 2 Ayat 1 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas
transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin

f+¥]
anggaran. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud, dikelola dalam

n;;'asa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan
tagggal 31 Desember. Transparansi artinya dikelola secara terbuka, akuntabel
aé'inya di pertanggungjawabkan secara legal, dan partisipasif artinya melibatkan
i

rr%syarakat dalam penyusunannya.

Sejalan dengan itu, pengelolaan keuangan harus dijalankan sesuai dengan

Ing jo £

pgmsip-prinsip good governance. Good Governance merupakan tata pemerintahan
=

yang baik, adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna
j+¥]

I

mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Ada sejumlah prinsip yang

Nery wisey|
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©

dignggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi good governance, yaitu
t_énsparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Transparansi bermakna adanya
kgerbukaan informasi pemerintah dalam hal ini desa terhadap pengelolaan
kglr]angan desa kepada masyarakat, akuntabilitas bermakna adanya
pgtanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa, dan
pg?tisipasi bermakna adanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan

w
dgsa (Sedarmayanti, 2009:289).

Py
5 Dalam hal ini Desa Tanjung Karang Kecamatan Kampar Kiri Hulu

(=
Kabupaten Kampar yang merupakan bagian dari pemerintahan daerah mempunyai

hak otonomi sendiri yaitu otonomi desa. Dengan adanya hak otonomi tersebut
Desa Tanjung Karang harus mempunyai sumber keuangan sendiri dan
mengalokasikan dana tersebut untuk kepentingan masyarakat. Dalam mengelola
keuangan desa, desa Tanjung Karang Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten
Kampar menjalankan tugasnya sesuai PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014

f+¥]
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta sejalan dengan prinsip-prinsip good

e
w

gg/ernance.

E Dibawah ini dilampirkan rincian Anggaran Pendapatan Desa Tanjung
)

K%'rang Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar tahun 2019, 2020 dan

N

nery wisey juedg uejng jo Agsia
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©
§ Tabel 1.1Pendapatan Desa Tanjung Karang
-
_g.o Sumber Tahun Anggaran
= Keuangan 2019 2020 2021
® | Pendapatan
31 | Asli Desa Rp. 78.000.000 Rp. 60.000.000 Rp. 60.000.000
= | (PADes)
a Alokasi
—, | Dana Desa
=2 (ADD) dari Rp. 555.647.000 Rp. 543.278.000 Rp 543.278.000
Y | APBD
% Dana Desa
23 | (DD) dari Rp. 555.647.000 Rp. 683.681.000 Rp 683.681.000
- | APBN
o | Bantuan
<4 | Keuangan | Rp. 185.000.000 Rp. 185.000.000 Rp. 185.000.000

Provinsi

JUMLAH Rp. 1.485.905.000 | Rp.1.471.959.000 | Rp 1.286.959.000

Sumber: Kantor Desa Tanjung Tahun 2019, 2020 dan 2021

Berdasarkan tabel 1.1 dapat digambarkan bahwa anggaran pendapatan

Desa Tanjung Karang Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Tahun

anggaran pendapatan Desa Tanjung Karang Kecamatan Kampar Kiri Hulu

@bupaten Kampar Tahun 2019 sebesar Rp. 1.485.905.000. Dengan uraian

f+¥]
p€ndapatan asli daerah (PADes) berjumlah Rp. 78.000.000 Alokasi Dana Desa
wn

(§DD) sebesar Rp. 555.647.000. Dana Desa sebesar Rp.555.647.000 dan Bantuan

Keuangan Provinsi RP. 185.000.000.
)

E”nggo AATSIaAT

&G U

nery wisey[ jue

Selanjutnya anggaran pendapatan Desa Tanjung Karang Kecamatan
mpar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2020 sebesar Rp. 1.471.959.000.
gan uraian Pendapatan Asli Desa (PaDes) Sebesar Rp. 60.000.000, Alokasi
na Desa (ADD) sebesar Rp.543.278.000. dan Dana Desa sebesar Rp.

3.681.000 dan dari Bantuan Keuangan Provinsi Rp.1.471.959.000
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@
§ Anggaran pendapatan Desa Tanjung Karang Kecamatan Kampar Kiri
-
Helu Kabupaten Kampar Tahun 2021 sebesar Rp. 1.286.959.000. Dengan uraian
@)
Pendapatan Asli Desa (PaDes) Sebesar Rp. 78.000.000, Alokasi Dana Desa
=
(ADD) sebesar Rp.555.647.000. dan Dana Desa sebesar Rp. 667.258.000.
~
S Di bawah ini juga dilampirkan rincian anggaran pengeluaran Desa
=z
T‘Céhjung Karang Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar tahun 2019,
w
20320 dan 2021
A .
= Tabel 1.2 Pengeluaran Desa Tanjung Karang
(=
. Tahun Anggaran
NO Uraian 2019 2020 2021
Bidang
1 | Penyelenggaraan | Rp. 262.250.000 Rp 378.280.000 Rp 315.388.000
Pemerintahan
Bidang
2 | Pembinaan Rp 103.561.000 Rp 69.000.000 Rp 71.000.000
Kemasyarakatan
Bidang
3 | Pemban Rp. 275.328.000 Rp 790.680.000 Rp 888.587.000
gunan
Bidang
4 | Pemberdayaan - Rp. 50.000.000 Rp 50.000.000
w Masyarakat
é,' JUMLAH Rp. 641.139.000 | Rp 1.287.960.000 | Rp 1.286.959.000
[as]
Sgimber: Kantor Desa Tanjung Karang Tahun 2019, 2020 dan 2021

Di dalam anggaran Desa Tanjung Karang Kecamatan Kampar Kiri Hulu

W d1we]

bupaten Kampar Tahun 2019, 2020 dan 2021 terlihat bahwa pengeluaran Desa

=
Tanjung Karang Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 641.139.000. Dengan uraian
wn
b;ﬂ'-jang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp. 262.250.000, bidang
L)

pgmbinaan masyarakat sebesar Rp. 103.561.000 dan pengeluaran untuk bidang

p@mbangunan sebesar Rp. 275.328.000 dan tidak ada pengeluaran dibidang

S

L)
pemberdayaan masyarakat.

nery wisey J
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Serta pengeluaran Desa Tanjung Karang Tahun 2020 adalah sebesar Rp.

RAEBH O

1¢286.959.000. Dengan uraian bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar

&d

. 378.280.000, bidang pembinaan masyarakat sebesar Rp. 69.000.000 dan

ngeluaran untuk bidang pembangunan sebesar Rp.790.680.000 dan pengeluaran

uguk bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 50.000.000.

|BLu

< Serta pengeluaran Desa Tanjung Karang Tahun 2021 adalah sebesar Rp.
7))

15324.975.000. Dengan uraian bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar
-~

Rp. 315.388.000, bidang pembinaan masyarakat sebesar Rp. 71.000.000 dan
py

pengeluaran untuk bidang pembangunan sebesar Rp.888.587.000 dan pengeluaran
(=

untuk bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 50.000.000.

Tanjung Karang Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar pada tahun

Berikut ini peneliti sajikan laporan realisasi pelaksanaan anggaran Desa

2019, 2020 dan 2021

Tabel 1.3 Laporan Realisasi Pelaksanaan anggaran Desa Tanjung Karang
Kecamatan Kampar Kiri Hulu Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

Mo Bidang Kegiatan Anggaran Realisasi %
% E;ﬂ?/g?enggaraan gé';JAP pemerintahl ,46 600.000 | 246.600.000 100
g" Pemerintahan PTPKD 34.800.000 | 34.800.000 (100
Z Belanja barang dan | ,y3 356 000 | 203.350.000[100
— operasional

=% [Bidang Pembinaan| LPM 10.000.000 | 10.000.000 [100
5 |Kemasyaakatan PKK 5.000.000 5.000.000 |100
@ PAUD 2.500.000 2.500.000 [100
& TK 5.400.000 5.400.000 [100
X LINMAS 2.500.000 2.500.000 [100
W Karang taruna 2.500.000 2.500.000 |100
= HUT RI 15.000.000 | 15.000.000 [100
& MTQ 3.000.000 3.000.000 [100
w Pengajian akbar 3.000.000 3.000.000 |100
§ Ghorim 28.800.000 | 28.800.000 [100
=N Bantuan yayasan | 4, 550000 | 10.000.000 (100
o Al-hidayah

=

=

5]

=
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Berdasarkan tabel 1.3 dapat diketahui bahwa realisasi penggunaan

apggaran pada tahun 2019 dengan anggaran sebesar Rp 887.739.382 telah

=
tepealisasi sebanyak Rp 887.739.382 atau dengan persentase 100%.
4]

A

Tabel 1.4 Laporan Realisasi Pelaksanaan anggaran Desa Tanjung Karang
Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2020
(Dalam Rupiah)

8
©
I -
o Bantan  SOSial 5 049474 | 2.949.474 1100
= kegiatan olahraga
3 |Bidang Pembangunan | Box culvert 9 unit | 275.328.112 | 275.328.112/100
4 Bidang Pemberdayaan ] ] I )
®  |Masyarakat
= TOTAL 887.739.382  (887.739.382 100
=
=
zZ

No Bidang Kegiatan Anggaran Realisasi %
1 [Bidang SILTAP
Penyelenggaraan |pemerintah desa 2 B0 N
Pemerintahan
PTPKD 36.000.000 36.000.000 100
el 83.636.564  83.636.564 100
dan operasional
2 |Bidang Pembinaan|LPM 5.000.000 5.000.000 100
» |Kemasyaakatan |PKK 25.000.000 25.000.000 100
§: PAUD 2.500.000 2.500.000 100
® TK 5.000.000 5.000.000 100
2 LINMAS 2.500.000 2.500.000 100
g POSYANDU 5.000.000 5.000.000 100
~ Karang taruna 2.500.000 2.500.000| 100
c HUT RI 15.000.000 15.000.000 100
2. MTQ 4.840.000 4.840.000 100
@ [Bidang elbuatan 202.350.000  202.350.000 100
®. |Pembangunan jembatan beton
) Pengerasan jalan 265.100.000 265.100.000/ 100
2 Drainase beton 101.200.600 101.200.600, 100
N Box culvert 47.332.145 47.332.145 100
— -
=4 Bidang
=  [Pemberdayaan - - - -
»  |Masyarakat
-~
=4 TOTAL Rp 1.128.759.309 |Rp 1.128.759.309 | 100
L oY
R
V]
&,
=
=
;-
c
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©
g Berdasarkan tabel 1.4 dapat diketahui bahwa realisasi penggunaan
-
afiggaran telah terlaksana 100%, dengan rincian rencana anggaran sebesar Rp
o
1#128.759.309 dan telah terlaksana sebesar Rp 1.128.759.3009.
=
Tabel 1.5 Laporan Realisasi Pelaksanaan anggaran Desa Tanjung Karang
~ Kecamatan Kampar Kiri Hulu Tahun 2021
= (Dalam Rupiah)
o Bidang Kegiatan Anggaran Realisasi %
o [Bidang SILTAP 330.880.000  330.880.000 100
o |Penyelenggaraan |pemerintah desa
o [Pemerintahan PTPKD 58.000.000 58.000.000 100
2 Belanja barang 21.800.0000  21.800.000 100
o dan operasional
<2 Bidang Pembinaan|LPM 5.000.000 5.000.000 100
Kemasyaakatan [PKK 10.000.000 10.000.000 100
PAUD 2.500.000 2.500.000 100
TK 5.000.000 5.000.000 100
LINMAS 2.500.000 2.500.000 100
POSYANDU 2.500.000 2.500.000 100
Karang taruna 2.500.000 2.500.000| 100
HUT RI 20.000.000 20.000.000 100
MTQ 7.000.000 7.000.000 100
Sosial agama 12.000.000 12.000.000 100
3 |Bidang Belanja wifi 10.000.000 10.000.000 100
9p]
§§ [empangunan gf{“gjta” beton | »g6.888.000  286.888.000 100
(¢
= Jembatan beton | 75 494 965 178.494.265 100
s RT 11
= Semenisasl 45.012.500  17.059.500 37,9
0 halaman kantor
c
2) Pagar kantor 61.808.069  61.808.069 100
= desa
= ——
3 planisasthantor | 21576718 21.576.718 100
‘g MCK PAUD 38.236.500 38.236.5001 100
= Instalasi PLN
@ PAUD 5.276.000 5.276.000 100
= Pagar TPU 147.000.000 147.000.000 100
= [Bidang Bimbingan
% PPemberdayaan ng 50.000.000 50.000.000, 100
< Teknis
®  |Masyarakat
- RRp.
= TOTAL 1 287 960.000 Rp 1.260.007.000 | 97.3
=
=
;-
c
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Di dalam Anggaran Pendapatan Desa Tanjung Karang Kecamatan Kampar

B YeH o

I Hulu Kabupaten Kampar tahun 2019 2020 dan 2021 timbul beberapa

masalahan, yaitu pertama terlihat bahwa pada tahun 2018 tidak ada sisa

we)d

anggaran sedangkan pada tahun 2021 ada sisa anggaran sebanyak Rp 27.953.000.,
-~

hat ini menunjukkan tidak konsistennya Desa Tanjung Karang dalam mengelola
Z

a@garan.

w
~  Permasalahan kedua adalah bahwa tidak dimasukkannya penerimaan desa

ygqg berasal dari PADes pada tahun 2019 dan 2020 kedalam laporan APBDes,
pZdahaI desa memiliki Pendapatan Asli Desa dari sektor perkebunan Kkaret,
menurut data yang diperoleh Desa Tanjung Karang memiliki kebun desa seluas 5
Hektare.

Permasalahan ketiga adalah Pendapatan Asli Desa yang berasal dari hasil

tanah kas desa tidak dilaporkan kepada masyarakat. Akibatnya timbul kecurigaan

dari masyarakat terhadap pemerintah desa Tanjung Karang.

Y
o Permasalahan keempat adalah saat ini pengelolaan keuangan desa
@
m;'@nggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa, hanya 1 orang yang mampu
=%

nEngoperasikannya yaitu operator desa, hal ini menjadi hambatan dalam

u

pghgelolaan keuangan desa Tanjung Karang karena pekerjaan menumpuk dan
tértumpu pada satu orang. Dan juga Aplikasi ini hanya bisa diakses oleh
o

benhdahara desa, sedangkan masyarakat tidak bisa mengakses aplikasi tersebut.

Dari fenomena-fenomena tersebut dapat di lihat bahwa ada indikasi desa

& weins

ang transparan, kurang akuntabel dan kurang partisipatif terhadap masyarakat

o
nery wisey gre

m pengelolaan keuangan di Desa Tanjung Karang. Berdasarkan fenomena-
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©
féﬁomena diatas, maka peneliti tertarik membahas dan menganalisis dengan

A

melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul

“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

w eyd

TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA TANJUNG

b

KARANG KECAMATAN KAMPAR KIRlI HULU KABUPATEN
Z

KCAM PAR”
2]

RUmusan Masalah

Py
5 ~ Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan

(=
permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mekanisme pengelolaan keuangan desa di Desa Tanjung
Karang Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar ?

2.  Apa saja hambatan-hambatan dalam pengelola keuangan desa di Desa
Tanjung Karang?

Tyjuan Penelitian

Y
o Setiap penelitian yang dilakukan tentu memiliki sasaran yang hendak
@
dgcapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya jelas diketahui

!

w

elumnya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :
Untuk menganalisis mekanisme pengelolaan keuangan desa di Desa
Tanjung Karang Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.
\Untuk menganalisis hambatan-hambatan dalam pengelolaan keuangan

desa di Desa Tanjung Karang.

Nery wisey| ;1194{/5 ue} NGnJo AJISIdATU
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nfaat Penelitian

19YEH O

. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :
Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan suatu wusaha untuk meningkatkan
kemampuan berfikir intelektual penulisan karya ilmiah dan untuk
menerapkan teori-teori yang telah peneliti peroleh selama perkuliahan di
Fakultas Ekonomi dan llmu Sosial.

Bagi Instansi

neTy exsns NIN ! 1wid

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan
pemikiran dan sebagai masukan dalam rangka meningkatkan transparansi
pengelolaan keuangan di Desa Tanjung Karang Kecamatan Kampar Kiri
Hulu Kabupaten Kampar.

c. Bagi Pustaka
Hasil penelitian ini diharapkan mampu melengkapi ragam
penelitian yang telah dibuat oleh para mahasiswa dan dapat menambah

bacaan dan referensi dari suatu karya ilmiah.

(EPTWE]S] 33838

Sistematika Penulisan
Dalam penulisan penelitian ini, sistematika penulisan disusun berdasarkan
demi bab yang akan diuraikan sebagai berikut :
Bl : PENDAHULUAN
Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

neny wisey jreig ue;[nggo &gsxauu
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2 e LANDASAN TEORI
3 ©
c e
2.1.0tonomi Desa
c 3
S =
2 =  Talizuduhu Ndroha dalam buku Hanif Nurcholis (2011:19) menjelaskan
3 -~
w
g bahwa desa yang otonom adalah desa yang merupakan subjek hukum, artinya
o =
=
(=]

dgbat melakukan tindakan-tindakan hukum. Tindakan-tindakan yang dapat
dﬁakukan antara lain :

zg Mengambil keputusan atau membuat peraturan yang dapat mengikat segenap
- warga desa atau pihak tertentu sepanjang menyangkut rumah tangganya.

b. Menjalankan pemerintahan desa

c. Memilih kepala desa

d. Memiliki harta benda dan kekayaan sendiri

2

Menggali dan menetapkan sumber-sumber keuangan sendiri
Memiliki tanah sendiri

Menyusuan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)

P[s[SeIg

Menyelenggarakan gotong-royong

Menyelenggarakan peradilan desa

SATU [ dTUE

Menyelenggarakan urusan lain demi kesejahteraan masyarakat desa.

N

Selanjutnya, menurut Widjaja (2003:165) menyatakan bahwa otonomi

Ayrsx

desa merupakan otonomi asli, blat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian

[nSHo

dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli
=

ydng dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang

Ie

mempunyai susunan asli bedasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan

Nery wisey|
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©
p&buatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan,

A

harta benda serta dapat dituntut dimuka pengadilan.

%10
D

Menurut Widjaja (2003: 3) yang dimaksud dengan desa adalah sebagai

atuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-

NEN 1w

ugeu yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan

%sa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan
pg'nberdayaan masyarakat.

- Hanif Nurcholis (2011:3) mengatakan desa dan kelurahan adalah satuan
pemerintah terendah dengan status berbeda. Desa adalah sesuatu pemerintah yang
diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum sedangkan kelurahan
adalah satuan pemerintah administrasi yang hanya merupakan perpanjangan
tangan dari pemerintah kabupaten atau kota. kelurahan bukan badan hukum
melainkan hanya sebagai tempat beroperasinya pelayanan dari pemerintah
k%bupaten atau kota diwilayah kelurahan setempat. Desa adalah wilayah dengan

bﬁas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak
po¥]

n?gngatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya.

n

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas

=
5
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
sﬁempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
L)
dﬁiormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia

(EIndang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1

nery wisey Jurgks
—
5



‘nery e)sng NiN Wizl edue)y undede ynjuaq weep Ul siin} eA1ey yninjas neje ueibeqas yeAueqladwaw uep ueyjwnuwnbuaw Buele|iq 'z

NV VISNS NIN
AL

‘nery eysng NiN Jefem BueA uebuuaday ueyiBnisw yepn uedynbuad g

‘yelesew niens uenelun neje ynuy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw | efuey uesiinuad ‘ueniguad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uednnbusd ‘e

Jequins ueyngaAusw uep ueywnuesusw edue) 1ul SNy ARy ynunjes neje ueibegses diynbusw Buelseq ‘|

Buepun-6uepun 16unpuljig eydid xeH

16

Undang-undang desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur tata

ola pemerintahan desa, baik perangkat, masyarakat maupun pengengembangan

1d@ YeH 6

otonomi yang mungkin dikembangkan didesa serta penguatan sistem informasi
=

desa. Pemerintah desa memiliki kewenangan tinggi dalam pengembangan desa.
-~

Hita Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini di terapkan secara
Z

sﬁcfhgguh-sungguh, akan terjadi pemberdayaan dari unit pemerintahan desa untuk

n%nggerakkan roda pembangunan. Otonomi desa ini harus diiringi kesadaran

aE%n pemahaman spirit otonomi bagi seluruh penggerak warga desa dan kapasitas
pge:rangkat juga masyarakat dalam memahami tata kelola pemerintahan.
Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa yakni:

a) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan
hak asal-usul desa.

b) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni
urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan
pelayanan masyarakat.

¢c) Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah Kabupaten/Kota.

d) Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan

diserahkan kepada desa.

Tugas utama pemerintah dalam rangka otonomi desa adalah menciptakan

Ag uej[ng jo A}ISIdATU) DTWR][S] 3}L}§

ki

.o

hidupan demokratis, memberi pelayanan publik dan sipil yang cepat dan

mbangun kepercayaan masyarakat menuju kemandirian desa, untuk itu desa

nery wisegy J
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tiﬁak di kelol secara tekrokrotis tetap harus mampu memadukan realita kemajuan
-

téknologi yang berbasis pada sistem nilai global yang mengandung tata aturan,
@)

nMai, norma, kaidah dan pranata-pranata sosial lainnya. Potensi-potensi desa
=

berupa hak fanah potensi penduduk, sentra-sentra ekonomi yang dinamika sosial
-~

pﬁitik yang dinamis itu menuntut kearifan dan profesinalisme dalam pengelolaan
Z

dgéa menuju  pengoptimalan pelayanan, pemberdayaan, dan dinamisasi
w
pgmbangunan masyarakat desa.

A

QO
2.3 Keuangan Desa

Menurut Hanif Nurcholis (2011:81) keuangan desa adalah semua hak dan
kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai
dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan

asli desa, APBD dan APBN.

9 p]
g'_ Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan
(¢
deSa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintahan pusat, dan bantuan

k=)
moe

merintahan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang

o
B 2

elenggarakan oleh pemerintahan desa didanai dari APBD, sedangkan

nyelenggaraan urusan pemerintahan pusat yang diselenggarakan oleh

=]
ISBO AT

1

A

merintahan desa didanai dari APBN.

=]
ap

Sedangkan yang dimaksud dengan keuangan desa menurut HAW.

NS J

Fe

djaja berpedoman pada (Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Pasal 212 Ayat

As

[y
e

yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa

g dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun

<<
nery wisey
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b&upa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan

=

hak dan kewajiban.
o

g Menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dimaksud
dglr:\gan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai
d%ga uang serta segala sesuatu berupa uang dan barangyang berhubungan dengan
ngaksanaan hak dan kewajiban desa. Sumber keuangan desa atau pendapatan
d%a sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014
Tgntang Desa Pasal 72, menyatakan bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil aset, hasil
swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan
asli desa.

b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.

d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang
diterima kabupaten/kota..

e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota

f. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

S JO AJISIdATU) DTUIR]S] d)B1S

Pﬁngelolaan Keuangan Desa

&

= Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
9p]

L)

Keguangan Desa pasal 1 ayat 6 yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan desa

I

nery wisey J
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©

pg']atausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Kepala Desa
a_;;alah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah
%sa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

; Hanif Nurcholis (2011:83) pengelolaan keuangan desa merupakan

keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan,

N

ngaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Kepala Desa
w
sebagai Kepala Pemerintahan Desa adalah Pemegang Keukuasaan Pengelolaan
Py
Kguangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan

c

desa yang dipisahkan.
1. Perencanaan

Hanif Nurcholis (2011:107) dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu
kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.
perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif, yaitu melibatkan
semua unsur masyarakat yang terdiri dari atas ketua RT/RW, tokoh

masyarakat, pemangku adat, ketua organisasi kemasyarkatan, ketua organisasi

dTUIR[S] 3}B)S

erempuan, LSM, dan lain-lain.

N
T O

. Perencanaan pembangunan desa terdiri atas :
a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
RPJMDes merupakan suatu dokumen perencanaan untuk
periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan
desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program,

dan program perangkat desa, dan program prioritas kewilayahan,

disertai dengan rencana kerja.

neny wisey JireAg uejng jo A}1s1aA
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Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)

RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun.
Merupakan penjabaran RPJMDes yang memuat rancangan kerangka
ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang
dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana Kerja
dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan oleh
pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyharakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah
Daerah dan RPJMDes.

Perencanaan desa disusun oleh kepala desa dan perangkatnya. Kepala

desa bertanggung jawab dalam penyusunan RPJMDes dan RKPDes. Setelah

kepala desa membuat rancangan pembangunan desa, rancangan ini dibawa

dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Dalam forum inilah rencana pembangunan desa dimatangkan sehingga

menjadi Rencana Pembangunan Desa. Adapun peserta forum musrenbangdes

terdiri atas :

a.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM-Desa) membantu
pemerintah desa dalam menyusun RPJMDes dan RKPDes.

Tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai narasumber

Rukun Warga/Rukun Tetangga, Kepala dusun, kepala kampung, dan
lain-lain sebagai anggota, dan

Warga masyarakat sebagai anggota.

Perencanaan desa yang sudah disepakati ditetapkan dalam peraturan

desa untuk RPJMDes dan dalam peraturan kepala desa untuk RKPDes. Kepala
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©

gdesa melaporkan RPJMDes dan RKPDes kepada Bupati/walikota melalui

=

© camat. Laporan RPJMDes dan RKPDes disampaikan paling lambat 1 bulan
@)

—

9 sejak ditetapkan. Setelah dinyatakan resmi oleh bupati/walikota RPJMDes dan
=

— RKPDes bisa dilaksanakan oleh kepala desa.

=
2 Pelaksanaan

=z

(Cf’ Menurut PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
w

& Keuangan Desa, tahap kedua setelah perencanaan adalah pelaksanaan.
Py

- Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dipertanggungjawabkan

nel

dengan baik. Dengan asas akuntabel, kepala desa mempertanggungjawabkan
dan melaporkan pelaksanaan kegiatan secara tertib kepada masyarakat
maupun kepada jajaran pemerintah diatasnya. Sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pengelolaan keuangan desa yang partisipatif berarti sejak tahap
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban
wajib melibatkan masyarakat, para pemangku kepentingan di desa serta
masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari
. program/kegiatan pembangunan desa.

Keterbukaan informasi juga sangat diperlukan dalam proses

pelaksanaan pembangunan desa, hal ini untuk menghindari konflik dengan

&]}SIBA!UH JIWe[sS] 9jelg

masyarakat dan menghindari tuduhan-tuduhan masyarakat.

Si30

3w Penatausahaan
Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan
Keuangan Desa tahun 2015, Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan

pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara desa

neny wisey jrredg uejn
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wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa

19 3BH @

_penerimaan dan pengeluaran. Bendahara desa melakukan pencatatan secara

sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi.

- Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan dengan cara yang sederhana,

yaitu berupa pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi. Penatausahaan

baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, bendahara desa menggunakan :
a. Buku kas umum

b. Buku kas pembantu pajak, dan

neiy e)sns Nin !iw eld

c. Buku bank
Bendahara desa melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan
pengeluaran dalam buku kas umum untuk yang bersifat tunai. Sedangkan
transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatat
dalam buku bank. Buku kas pembantu pajak digunakan oleh bendahara desa
untuk mencatat penerimaan uang yang ebrasal dari pungutan pajak dan
mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke Kas Negara. Khusus untuk

pendapatan dan pembiayaan, terdapat buku pembantu berupa buku rincian

B]S[ 23e31S

5 pendapatan dan buku rincian pembiayaan.
4 Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Hanif Nurcholis (2011:88) Sekretaris Desa menyusun rancangan

A}ISIdATU

- peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dan
rancangan keputusan kepala desa tentang pertanggungjawaban kepala desa.

Sekretaris desa menyampaikan kepada kepala desa dengan BPD maka

S ue}ng jo

rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes

1IeA

Lo 2

dapat ditetapkan menjadi peraturan desa.

Nery wisey|
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Jangka waktu penyampaian dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan
.setelah tahun anggaran berakhir. Peraturan desa tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBDes dan keputusan kepala desa tentang keterangan
- pertanggungjawaban kepala desa disampaikan kepada bupati/walikota melalui

camat. Waktu penyampaian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah

NS NIN Y!Iw ejdio yeH @

peraturan desa diterapkan.

s Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (good
governance) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaam keuangan desa dilakukan
berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta
dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran pengelolaan keuangan desa
(PERMENDAGRI N0.113 Tahun 2014 pasal 2).
1. Transparansi
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN) dan Departemen

Dalam Negeri (2002), menyebutkan transparansi adalah prinsip yang

TUIe[s| 3jejs

.menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh

un 2

_informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang

kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang

ISIOA

dicapai (Krina, 2003: 19).

Makna transparan dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan
keuangan tidak secara tersembunyi atau dirahasiakan dari masyarakat, dan
sesuai kaedah-kaedah hukum peraturan yang berlaku. Dengan adanya

transparansi semua uang desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain

nery wisey jureAg uejng jo A3
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yang berwenang. Mengapa asas transparan penting, agar semua uang desa

3

~memenuhi hak masyarakat dan menghindari konflik dalam masyarakat desa.
dengan adanya keterbukaan informasi tentang pengelolaan keuangan desa,
-pemerintah desa akan mendapatkan legitimasi masyarakat dan kepercayaan
publik.

Bapenas (dalam jurnal Titiek Puji Astuti Volume, 1 No 1, 2016)

prinsip transparansi dapat diukur melalui :

a. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi semua

nely e)sns NiN !jiw ejdio yeH o

proses perencanaan pelayanan publik.

b. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang
berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses dalam
sektor publik.

c. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran
informasi  maupun penyimpanan tindakan aparat publik didalam

kegiatan melayani.

TSI 23¥38

N

— Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan
pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan
seseorang, badan hukum dan pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki
hak atau berkewenengan untuk meminta keterangan atau pertangungjawaban
(Adidasmita, 2011:89). Selanjutnya, dalam Sedarmayanti (2009:289),

akuntabilitas yakni adanya pembatasan dan pertanggungjawaban yang jelas.

JuaeAg uelng jo AJISIdATU() DTWIE

- Secara umum, akuntabilitas berarti kewajiban suatu organisasi untuk membuat

perhitungan-perhitungan yang seksama dari mencatatnya dengan gambaran

Nery wisey|
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yang benar tentang transaksi finansial dan keadaan organisasi, kemudian
. menyampaikan laporan tersebut pada laporan tahunan.

Akuntabel mempunyai pengertian bahwa tindakan atau kinerja
:pemerintah/Iembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang
memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan akan
pertanggungjawaban (LAN,2003).

Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran

Y e)ysng Nin Ayllw eydio yeq o

“harus dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan

nel

hingga pertanggungjawaban. Dengan asas akuntabel, kepala desa
mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APBDes secara tertib
kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintah diatasnya. Sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

3. Partisipasi

Partisipasi (melibatkan masyarakat terutama aspirasinya) dalam

ISI 23¥38

engambilan kebijakan atau formulasi rencana yang dibuat pemerintah, juga

(o o]

ilihat pada keterlibatan masyarakat dalam implementasi berbagai kebijakan

Jruae

_dan rencana pemerintah, termasuk pengawasan dan evaluasi. Keterlibatan

N

dimaksud bukan dalam prinsip terwakilnya aspirasi masyarakat melalui wakil
di DPR, melainkan Kketerlibatan secara langsung, partisipasi dalam arti
mendorong semua warga negara menggunakan haknya menyampaikan secara
langsung atau tidak, usulan dan pendapat dalam proses pengambilan

_keputusan. Terutama memberi kebebasan kepada rakyat untuk berkumpul,

neny wisey JireAg uejng jo A}1s1aA
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©
gberorganisasi, dan berpartisipasi aktif dalam menentukan masa depan
-
o

€ (Sedarmayanti, 2009:290).

Keuangan desa yang partisipatif, bahwa setiap tindakan yang
- dilakukan harus mengikuti keterlibatan masyarakat baik secara langsung
maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan
aspirasinya, yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pengelolaan

keuangan desa yang partisipatif berarti sejak tahap perencanaan, pelaksanaan,

Y e)Ysng Nin Ay!lw eyd

‘ penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan

nel

masyarakat, para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas,
utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan
pembangunan desa.

Sulistioni dan hendriadi (2014) dalam jurnal Titiek Puji Astuti volume,
1 No 1, 2016 Prinsip-prinsip yang harus ada dalam partisipasi adalah :

a. Adanya akses bagi partisipasi aktif publik dalam proses perumusan
program dan pengembalian keputusan anggaran.

b. Adanya peraturan yang memberi tempat ruang control dalam lembaga
independen dan masyarakat baik secara perorangan maupun
kelembagaan sebagai media check and balances.

c. Adanya sikap proaktif pemerintah desa untuk mendorong partisipasi
warga dalam proses perencanaan. Hal ini meningkatkan kesenjangan
yang tajam antara kesadaran masyarkat tentang cara berpartisipasi yang

efektif dan cita-cita mewujudkan APBDes yang aspiratif.

nery wisey JireAg uejng jo A}JISIaATU() dDTWIR]S] 3)©1S
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4-; Tertib dan Disiplin Anggaran

AEH O

Keuangan desa tertib dan disiplin anggaran mempunyai pengertian
bahwa seluruh anggaran desa harus melaksanakan secara konsisten dan

- dilakukan pencatatan atas pengggunaannya yang sesuai dengan prinsip

Nijtw eydio

€ akuntansi keuangan desa. Dalam perwujudan keuangan desa yang tertib dan
Z
(Cf’ disiplin anggaran, maka pengelolaan keuangan desa harus taat hukum, tepat

w
~ Waktu, harus tepat jumlah dan sesuai dengan prosedur yang ada, tujuannya

Py
5 untuk menghindari penyimpangan dan meningkatkan profesionalitas

(=
pengelolaan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar
untuk mendapatkan gambaran dalam menyusun kerangka berfikir penelitian.
selain itu, untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian
y&g ada, serta kajian yang dapat mengembangkan penelitian yang akan
d;_‘aksanakan.

Berikut akan dilampirkan beberapa penelitian terdahulu yang peneliti

gap relevan dengan penelitian ini :

I

b}
BN drwe

Data atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil

o
aQRAJTSIDA

=

bagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat penting dan dapat

57

dgadikan sebagai data pendukung (Mohammad Arief, 2010 : 12). Salah satu data

=3

=)
e}

dukung meurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian

As

1%

dahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam suatu

pgnelitian.

nery wisesy
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1. Soerjono soekanto dalam buku berjudul: “sosiologi suatu pengantar”

berpendapat bahwa dalam pengelolaan seseorang atau kelompok orang
melaksanakan perencanaan yang matang, mengatur sebaik mungkin,
mengawasi pelaksanaannya hingga mencapai tujuan yang telah
ditetapkan.

Kasmir dalam buku berjudul: “pengantar manajemen
keuangan” James C. Van Horne, mendifinisikan manajemen keuangan
adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan,
dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh.

Menurut Widjaja dalam buku: “Pemerintahan Desa dan
Administrasi Desa” keuangan desa adalah pengurusan keuangan desa
yang dilakukan oleh pemerintah desa yang dipertanggungjawabkan
pelaksana, kepala desa berkewajiban melakukan keuangan secara teratur
dan sesuai dengan perencanaan.

Menurut Widjaja dalam Buku: “Otonomi Desa” keuangan desa
merupakan pemerintah desa menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi,
peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan
potensi dan keanekaragaman daerah. desa memiliki posisi yang sangat
strategis, sehingga diperlukan adanya perhatian yang seimbang terhadap
penyelenggaraan otonomi daerah.

Menurut Hanif Nurcholis dalam buku: “Pertumbuhan dan
Penyelenggaraan Pemerintah Desa” bahwa keuangan desa adalah semua

hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang



‘nery e)sng NiN Wizl edue)y undede ynjuaq weep Ul siin} eA1ey yninjas neje ueibeqas yeAueqladwaw uep ueyjwnuwnbuaw Buele|iq 'z

NV VISNS NIN
AL

‘nery eysng NiN Jefem BueA uebuuaday ueyiBnisw yepn uedynbuad g

‘yelesew niens uenelun neje ynuy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw | efuey uesiinuad ‘ueniguad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥njun eAuey uednnbusd ‘e

Jequins ueyngaAusw uep ueywnuesusw edue) 1ul SNy ARy ynunjes neje ueibegses diynbusw Buelseq ‘|

Buepun-6uepun 16unpuljig eydid xeH

nely e)sns NiN !jiw ejdio yeH o

nery wisey JireAg uejng jo A}JISIaATU() dDTWIR]S] 3)©1S

29

dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan milik desa
yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa.

Menurut Mardiasmo dalam buku : “Otonomi dan Manajemen
Keuangan Daerah” bahwa dalam pengelolaan keuangan secara umum
memerlukan prinsip- prinsip pengelolaan keuangan daerah meliputi
transparansi, akuntabilitas, dan value for money.

Menurut Najmuddin dalam buku : “Manajemen Keuangan dan
Aktualisasi Syar’iyyah Modern” bahwa manajemen keuangan adalah
keseluruhan aktivitas yang menyangkut usaha untuk memperoleh dana
dan mengalokasikan dana tersebut berdasarkan perencanaa, analisis dan
pengendalian sesuai dengan prinsip manajemen yang menuntut agar
dalam memperoleh dan mengalokasikan dana tersebut harus
mempertimbangkan efesiensi (daya guna) dan efektivitas (hasil guna).

Menurut Muhammad dalam buku : “Manajemen Keuangan
Syariah (Analisis Figh dan Keuangan)” bahwa manajemen keuangan
adalah pengaturan kegiatan keuangan perusahaan berdasarkan prinsip-
prinsip syari’ah.

Peneliti melakukan penelahan terhadap penelitian yang sudah ada.
Penyusun menemukan beberapa penelitian yang sudah ada yang
mempunyai kemiripan dengan judul yang diangkat sehubungan dengan
masalah implementasi pengelolaan keuangan menurut UU No.6 tahun
2014 suatu tinjauan ekonomi Islam yang dapat dijadikan acuan dan

masukan dalam penelitian ini.
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(Kiki Debi Sintia, 2016) melakukan penelitian dengan judul
“Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Untuk
Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa
Toyomerto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)” hasil penelitian
“Menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa secara garis
besar pengelolaan keuangan Desa Toyomerto telah accountable, akan
tetapi secara teknis masih  banyak kendala  misalnya,
keterlambatan pencairan dana dari pemerintah Kabupaten ke desa,
perencanaan desa yang tidak tepat waktu, keterlambatan pelaporan
kepada pemerintah Kabupaten, laporan pertanggungjawaban belum
terpublikasi kepada masyarakat dan pengawasan serta pembinaan
pemerintah daerah yang tidak maksimal, dalam penelitian ini
menggunakan analisis data deskriptif kualitatif komparatif.

Perbedaan penelitian ini yang akan diteliti oleh peneliti adalah
untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa gareccing tidak
bertentangan dengan praktik pengelolaan keuangan syariah
Penelitian yang dilakukan oleh (Nirwana Ahmad, 2016) dengan judul
“Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Baranti Kabupaten
Sidenreng Rappang” penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.
Hasil penelitiannya menujukan pada Desa di Kecamatan Biranti
Kabupaten Sidenreng Rappang bahwa Pengelolaan keuangan desa pada

tahun 2014 belum menerapkan transparansi dalam pelaporan keuangan
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desa. Selain itu, di tiga desa pada kecamatan baranti belum
sepenuhnya siap mengimplementasikan UU No. 6 Tahun 2014 yang
disebabkan obeberapa hal yaitu: keterbatasan waktu dalam persiapan
administrasi dianggap sebagai faktor utama yang dapat menghambat
kesiapan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa dikarenakan
UU serta peraturan pendukung lainnya terlambat sampai kepemerintah
desa, tidak adanya kesiapan dalam pelaksanaan pemerintahan desa, dan
sumber daya manusia (SDM) yang kurang mendukung.

Penelitian yang dilakukan oleh ( Vica Mayela Laurentya, 2017) dengan
judul “Akuntabilitas Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Apbdesa dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (di
Desa Pademonegoro Kecamatan Sukadono Kabupaten Sidoarjo”
penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Hasil
penelitiannya adalah perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban  dari  implementasi  pengelolaan ~ APBDesa
suda menampakkan pengelolaan yang acountabel dan transparan
sesuai dengan dasar hukum yang berlaku.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Hesti Irna Rahmawati
2015) dengan judul “Analisis Kesiapan Desa Dalam Implementasi
Penerapan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi
8 Desa Di Kabupaten Seleman” penelitian ini menggunakan analisis data
Deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa dari delapan

desa yang menjadi sampel telah siap dalam implementasi penerapan UU
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©
g No.6 Tahun 2014 Tentag Desa, khususnya dalam hal APBDesa. Namun
_fg_ desa belum sepenuhnya siap karena karena masih ada kendala dalam
g implementasi undang-undang desa. Faktor utama yang menajdi
;—r: penghambat adalah keterbatasan waktu dalam persiapan administrasi dan
g pemahaman isi undang- undang sebagai dasar aturan. Salah satu factor
(Cf’ lain yang dapat mempengaruhi adalah sumber daya manusia (SDM) yang
% kurang mendukung.
56. Penelitan yang dilakukan oleh ( Putri Kartika Anggraini, 2015) dengan
- judul “Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi di Pemeritah
Daerah Kabupaten Jombang”. Hasil dari penelitian ini adalah
keterlambatan penyampaian laporan penggunaan Alokasi Dana Desa
disebabkan tidak jelasnya aturan hukum yang mengatur mengenai hal
tersebut, sumber daya manusia tidak professional, perubahan anggaran,
¢y Kkurangnya koordinasi antar unit kerja.
% Berdasarkan penelitian terdahulu, yang menjadi perbedaan penelitian ini
ygng akan diteliti oleh peneliti adalah untuk mengetahui  dan
n@ngenalisis agar pengelolaan keuangan desa gareccing tidak bertentangan
d%ﬁgan praktik pengelolaan keuangan Islam.
i
E.: Kesiagpan Desa Dalam Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun
2§314 Tentang Desa (Studi Pengelolaan Anggaran Barat Kabupaten Semarang),
=

penelitian ini dilakukan oleh Rifvan Yuniar Ardang Fakultas llmu Sosial
=
\Ufliversitas Negeri Semarang, penelitian ini membahas tentang kesiapan
j+¥]

"t
pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran dana desa sebagai implementasi

Nery wisey|
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LEJ No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, apa saja program atau kegiatan untuk

=

mémanfaatkan anggaran desa di wilayah Kalisidi Kecamatan Ungaran Barat

©

—

Kabupaten Semarang serta keterlibatan masyarakat desa dalam pengelolaan dan

3

penggunaan dana desa.

n

Défenisi Konsep

B)YsSng

Masri Singarimbun (1989:31) mengatakan bahwa konsep adalah istilah

yahg digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan,

kgiompok individu untuk menjadi pusat perhatian sosial. Untuk memudahkan

analisa agar dapat kesatuan pengertian dalam penelitian, maka peneliti

memberikan defenisi konsep sebagai berikut :

1.

nery wisey] JireAs uejng jo A}JIsIaArI() dTWR[8] 3)e1S

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan,
penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka
penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban desa tersebut.

Transparansi adalah terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh

informasi mengenai pengelolaan keuangan desa.
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Akuntabilitas adalah kewajiban suatu organisasi untuk
mempertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan
para pihak yang terlibat atas pelaksanaan tugas dan hasil akhir dari kegiatan
pemerintahan dan pembangunan.

Partisipasi adalah setiap warga negara memiliki suara dalam pembuatan

Buepun-6uepun 16unpuljig eydid xeH

keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi

legitimasi yang mewakili kepentingannya.

Y eYsSnS NN dIiw eldio yay @

2.8 Iée;nsep Operasional
Dalam mengoperasionalisasikan konsep penelitian, peneliti menggunakan
Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai
indikator penelitian. Dengan alasan Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa lebih relevan dengan penelitian.

Tabel 2.2 Operasionalisasi Konsep

L2 5

Variabel Indikator Sub Indikator

Pengelolaan Perencanaan RPJMDes sebagai dasar dalam
Keuangan Desa penyusunan RKPDes
?_?ermendagri No Adanya sosialisasi penyusunan
Tc13 Tahun 2014) APBDes kepada masyarakat
Adanya partisipasi masyarakat
dalam Musrenbangdes
Pelaksanaan Kesesuaian penggunaan anggaran
dengan tujuan dan sasaran
Adanya keterlibatan masyarakat
dalam pelaksanaan kegiatan
Keterbukaan informasi dalam
pelaksanaan kegiatan

nery wisey JireAg uejng jo A}JIsIaAru
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Adanya pencatatan setiap
penerimaan dan pengeluaran
keuangan desa

Hasil pencatatan disampaikan
kepada masyarakat

Memberikan informasi kepada
masyarakat mengenai pelaporan
keuangan desa

Adanya peran masyarakat dalam
mengawasi pelaporan keuangan
desa

@

o Penatausahaan
-

o

@)

4]

=

= Pelaporan

=

=

=z

w

(=

w

-~

m -
- Pertanggungjawa
® ban

(=

Adanya pengawasan oleh
pemerintah desa dalam
pembangunan

Adanya akses informasi kepada
masyarakat melalui media massa
atau papan pengumuman

Sumber : Permendagri No 113 Tahun 2014

2.9 Pandangan Islam Tentang Pengelolaan Keuangan Publik

nery wisey gied

Adapun pandangan Islam dalam mengelola anggaran yang dimana

digebutkan dalam surat Al-Qashash ayat 26 yang berbunyi :

~og @ g0 9ne f .,/51 8= o f %
=N ui\ 0 )yt \E_u\_) Lo.g_u;l cLile

f+¥]
= 2 o0 3 30"“9/2;0‘.’
2 w&\ ngsl\ k_\JA_Lu\ %
= > -
&
Aﬁ:[inya : Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia

sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang
paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam memilih seseorang untuk mengelola

e

E' kuat lagi dapat dipercaya (QS. 28:26)

(1°]

Q"'

sdatu perkara hendaknya seseorang yang kuat dan dapat dipercaya. Orang-orang
wn

=

yang kuat adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mengelola
E

keu

angan. Sedangkan orang yang dapat dipercaya adalah orang yang mampu

njalankan tugas yang diberikan kepadanya dengan amanah.
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Dalam Islam kejujuran itu diungkapkan dalam dua nilai utama yang

njadi sifat wajib bagi para Nabi, yaitu shidg dan amanat. Shidg adalah

214D %eH o

ujuran dalam menerima, mengolah dan menyampaikan informasi, lawan dari

1w

idq adalah kidzb. Nabi Muhammad SAW menguraikan “Jauhilah oleh kamu

X

dusta, karena dusta membawa kamu kepada kedurhakaan dan neraka”. Termasuk
Z

dg%ta adalah upaya untuk melakukan manipulasi dalam penerimaan, pengolahan
w
dan penyampaian informasi.

A : . .
5  Transparansi anggaran adalah salah satu bentuk shidg. Menyembunyikan

(=
anggaran sebaliknya adalah bentuk kebohongan yang paling jelas. Dalam kaidah

ushul figh ditegaskan: ma la yatimmul wajib illa bih fahuwa wajib, yang artinya
kalau kewajiban tidak bisa dijalankan kecuali dengan sesuatu maka sesuatu itu
menjadi wajib. Shidg berkaitan dengan amanat, Bila shidq berkaitan dengan
proses informasi anggaran, amanat berkaitan dengan kesetiaan untuk
mgngalokasikan dan menditribusikan anggaran kepada yang berhak dalam istilah

Y
Isfam, menyampaikan amanat kepada ahlinya.

rangka Pemikiran

N 2Rues]

5 Uma Sekaran dalam Sugiyono (2007:65) mengemukakan bahwa kerangka
bérfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan
dgrgan berbagai faktor yang telah di identifikasikan sebagai masalah yang
p?_nting. Kerangka pemikiran bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas
t%tang variabel penelitian dan indikator-indikator yang menentukannya. Adapun
@(angka pemikiran dalam penelitian ini adalah :
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© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

U.\/I Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

...1 ...ﬂf 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

lf .n.. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
l/\n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ORSOER XAl 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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©

T

& BAB Il

-~

2 METODOLOGI PENELITIAN

@)

®
Jehnis Penelitian

z Adapun jenis penelitian ini menurut Sugiyono (2005:11) adalah penelitian
d§kriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang menggambarkan suatu keadaan

(=
atau penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu

variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau hubungan antara variabel

e

y%ng satu dengan variabel yang lain.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Tanjung Karang Kecamatan
Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. Penelitian ini dimulai sejak bulan
November - Desember 2018 sampai selesai dalam upaya mengumpulkan fakta-
fgj'(ta yang memperkuat untuk penelitian ini. Dengan beberapa alasan, yaitu:
Unsur kelangkaan studi berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa di
lokasi penelitian. Belum pernah dilakukan studi yang dimaksudkan untuk
mengkaji pengelolaan keuangan di desa Tanjung Karang.
Unsur alamiah, proses permasalahan yang terjadi dilokasi penelitian terkait
objek penelitian terjadi secara alamiah tanpa dibuat-buat.
Unsur keterjangkauan. Lokasi penelitian terjangkau baik dari segi tenaga,
dana, maupun efisiensi waktu. Sehingga memudahkan peneliti dalam proses

penelitian.

38
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umber Data

lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.4 Informan Penelitian

97). Dalam penelitian ini terdapat 2 informan yaitu :

Adapun yang menjadi jenis dan dan sumber daya yang digunakan peneliti

am penelitian ini adalah dengan menggunakan dua jenis data, yaitu:
Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dan sumber
pertama atau aslinya atau dengan kata lain perolehan data melalui kegiatan

menulis secara langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang

2y Data sekunder adalah data-data dimana peneliti memperoleh informasi,

= keterangan-keterangan berasal dari dokumen, laporan dan arsip dari pihak

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan

informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong 2000 :

Sumber

9p]
1.§: Informan kunci (Key Informan)
(¢
E Key informan adalah orang-orang yang sangat
po¥]
8 o S
=- permasalahan yang diteliti. Dengan daftar Key Informan sebagai berikut :
e
= Tabel 3.1 Key Informan
E No Uraian Jumlah
;. 1 | Kepala Desa Tanjung Karang 1
2 2 | Sekretaris Desa Tanjung Karang 1
2 3 | Bendahara Desa Tanjung Karang 1
& 4 | Kepala Dusun I Sungai Lalan 1
;J'T-‘ 5 | Warga Rt 02 2
= 6 | Warga Rt 03 2
A 7 | Warga Rt 04 2
= TOTAL 10
=
P
V]
&,
=
=
;-
c

: Data Olahan 2020

memahami
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EH ®

Informan Pelengkap
Informan pelengkap adalah orang yang dianggap mengetahui

permasalahan yang diteliti yaitu BPD dan beberapa masyarakat Desa Tanjung

A

arang. Dengan daftar Informan Pelengkap dari BPD yaitu sebagai berikut :

abel 3.2 Informan Pelengkap dari BPD

No Uraian Jumlah
1 | Ketua BPD 1
2 | Anggota 1
TOTAL 2

Y e)sng Nin ytw eydioy
_|

. Sumber : Data Olahan 2020

®
(=
Adapun yang menjadi informan pelengkap dari masyarakat Desa
Tanjung Karang vyaitu berjumlah 8 orang. Yakni terdiri dari 2 orang
perwakilan setiap dusun.. Berikut ini adalah informan dari masyarakat Desa
Tanjung Karang:
Tabel 3.3 Informan Pelengkap Dari Masyarakat Desa Tanjung Karang
No Keterangan Jumlah

o |1 | Dusun I Sungai Lalan 2

& | 2 | Dusun Il Sungai Lipai 2

@ | 3 | Dusun Ill Sungai Elok 2

@ | 4 | Dusun IV Sungai Durian 2

g TOTAL 8

=- Sumber : Data Olahan 2020

Teknik yang digunakan dalampengambilan sampel menggunakan
metode Sampling Area yaitu merupakan salah satu teknik pengambilan sampel
yang digunakan untuk menentukan sampel bila obyek yang akan diteliti atau
sumber data sangat luas. Kemudian setelah ditentukan areanya, menggunakan
teknik purposive sampling vyaitu teknik penentuan sampel dengan

pertimbangan tertentu
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€H O

iteria Key Informan dan Informen penelitian

Adapun yang peneliti jadikan sebagai Key Informan adalah Subjek ataupun

Ividu, masyarakat yang peneliti anggap mampu dan mengetahui permasalahan

HI?UJ éld!o 5

, Ciri- cirinya antara lain:

]:_l Berada didaerah yang diteliti

5 Mengetahui kejadian / permasalahan
Hjl Bisa berargumentasi dengan baik

4;)3 Merasakan dampak dari kejadian / permasalahan

% Terlibat Langsung dengan Permasalahan

Validasi Data

Untuk mengetahui apakah data yang terkumpul memiliki tingkat
kebutuhan atau tidak, maka diadakan pengecekan data yang di sebut dengan
validasi data. Validasi data akan membuktikan apakah data yang di peroleh sesuai
dg?gan apa yang ada di lapangan atau tidak. Untuk lebih menjamin validasi data
ygng diperoleh dalam penelitian, maka digunakan teknik trianggulasi data. Yaitu
sgatu tehnik pemeriksaan keabsahan data dengan pengecekan pembandingan
teaghadap data yang diperoleh dari seseorang informan, akan dibandingkan dan

&

ditocokkan dengan pendapat informan lain untuk menjamin objektivitas dan
<

]
validitas data.

é Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik trianggulasi sumber (
dﬁa) Tehnik ini mengarahkan peneliti agar di dalam menggumpulkan data, ia
\/\%lb menggunakan beragam sumber data yang berbeda — beda yang tersedia.
Aﬁtlnya data yang sama atau sejenis, akan lebih mantap kebenarannya bila digali

dari beberapa sumber data yang berbeda.

nery wisesy jI
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©
'I%knik Pengumpulan Data

-~

L, Teknik pengumpulan data adalah cara pengumpulan data baik yang berasal
@)

}

da&ri sumber objek penelitian atau sumber internasional. Dalam penelitian ini

w

teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah:
-~
1< Observasi atau Pengamatan

Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2013:166) Observasi adalah

SNg N

= Proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi juga merupakan suatu

d

o Proses pengamatan langsung tentang apa yang terjadi dilapangan, sehingga
(=
penulis dapat melihat dari dekat gejala-gejala yang ada di lapangan.

2. Wawancara atau interview
Yaitumelakukan tanya jawab antara peneliti dengan responden secara
langsung atau tatap muka dan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan
yang ditujukan kepada responden yang terpilih dan dijadikan sampel sesuai
dengan permasalahan yang diteliti. Wawancara akan dilakukan dengan

9p]
%Aparatur Desa dan masyarakat tertentu yang terkait dengan penelitian.

—

g—Adapun jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara tidak

ux

A berstruktur sehingga pertanyaan yang diajukan akan berkembang sesuai

n?2

2. kebutuhan informasi yang ingin didapatkan.

oAT

35_ Dokumentasi

Sugiyono (2013:240) menjelaskan bahwa dokumen merupakan catatan
peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau
karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan suatu
_teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk

mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang

nery wisey jureAg uejng jo A3
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©
gditeliti. Digunakan untuk menggambarkan kondisi lapangan yang membantu
-

© peneliti untuk menambah kejelasan penelitian. Dokumentasi digunakan

sebagai data yang mendorong untuk mengjhasilkan data.

.8 Analisis Data
Untuk mengetahui Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Tanjung Karang

camatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar dalam menganalisis peneliti

NENS NINY 11w eyd

a%n menuangkan dengan teknik deskriftif kualitatifyang dikemukakan oleh
Su%iyono (2013). Berikut ini adalah beberapa tahapan yang dipakai untuk
menganalisa data:
1. Reduksi Data
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang sudah direduksi dapat
memberikan gambaran yang tepat, dan dapat membantu peneliti dalam

9p]
o pengumpulan data. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan

Jje

Edifokuskan pada pengelolaan keuangan Desa Tanjung Karang Kecamatan
%. Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.
ZS_ Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang
bersifat deskriptif. Informasi yang didapat di lapangan disajikan ke dalam teks
dengan sebaikmungkin, tanpa adanya penambahan dari fakta yang ada. Hal
tersebut bertujuan untuk dapat menyajikan data yang telah direduksi dengan
“tepat dan benar keadaaan yang sebenarnya di lapangan. Berdasarkan

penelitian yang telah dilakukan, peneliti berusaha menyajikan data yang tepat

neny wisey JireAg uejng jo A}1s1aA
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©

T dan akurat terkaitpengelolaan keuangan Desa Tanjung Karang Kecamatan

j4Y]
-
€ Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. Semua data mengacu pada informasi

data yang diperoleh selama penelitian berlangsung di lapangan.

Tiw exd

— Penarikan Kesimpulan
Setelah data yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan Desa
Tanjung Karang Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar, maka

dapat ditarik kesimpulan. Data yang diperoleh juga dapat dikembangkan

d BIXSNS NIN X

- dengan mengacu kepada kerangka pemikiran dan teori-teori pendukung yang

nel

relevan dengan penelitian, guna memperoleh suatu kesimpulan yang sesuai

dengan tujuan penelitian ini.
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BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Sejarah Desa Tanjung Karang
Pada tahun 1947 ada sekelompok keluarga yang berasal dari kenegrian

Ledai membuat suatu perkampungan kecil yang jaraknya cukup jauh dari

siin il erdioyey o

n

kenegrian Ludai dan perkampungan terletak dipinggir sungai Lipai yang

b

dg}téamakan Tanjung Kudo Ughang yang artinya ada sekelompok keluarga yang
t%égal ditanah yang dikelilingi beberapa sungai dan disebut dengan tanjung,
sementara Kudo Ughang adalah yang mana sekelompok keluarga tersebut merasa
di Pakudo oleh Negeri Ludai yang mana segala bentuk apapun urusan seperti
Akad Nikah, Shalat Jumat dan acara penting yang lain harus ke Negeri Ludai.
Ada pun sekelompok keluarga tersebut adalah Dt. Tuan Banjar Hakim, Dt.
Sorip, Dt. Jumal, Dt. Maklat dan orang Tua Darimi dan Nizae Ali dan kelompok
kﬁuarga yang mana semuanya adalah masih ada hubungan keluarga dekat.

Berselang 3 tahun kemudian bertepatan pada tahun 1950 di tunjuklah Dt.

glreysy a

an Banjar Hakim sebagai Tuan Banjar yang artinya kepala kampung. Tidak

g

a kemudian pada tahun 1973 terjadilah pembunuhan di desa batu sasak dan

I

salah tersebut diselesaikan di tanjong kudo ghagh, maka mulai peristiwa itu

Faa

I

o

nery wisey juredg uejng jaeky

ubahlah Namanya Tanjung Kudo Ghagh menjadi Tanjung Karang.
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©
g Selang waktu berjalan semakin banyak atau berubahnya masyarakat yang
-
tidiggal di Tanjung Karang dan mulai adanya konflik antara masyarakat yang ada

1d

dg Negeri Ludai yang tidak menyetujui adanya perkampungan tersebut (Tanjung
K;afrang). Akan tetapi kelompok tersebut terus berjuang sekuat tenaga dan
pgnikiran dengan kemampuan apa adanya, dan konflik tersebut terus berlanjut
kgPompok keluarga yang tinggal di kampung tanjong karang dianggap orang-

w
ofang yang mengasingkan diri dari Negeri Ludai.

Py
—  Maka beberapa dari Sesepuh yang ada di Tanjung Karang di laporkan ke

j4Y]
c

Pihak yang berwajib yang mana pusat peradilan di Negeri Kuntu pada masa itu.
Sesepuh tersebut adalah Dt. Ongku Mudo Hasan, Dt. Tuan Banjar Hakim diancam
hukuman Tembak (hukuman mati). Dan perkelahian sering terjadi antara sesepuh
yang ada di Tanjung Karang dengan masyarakat yang ada di negeri Ludai demi

mempertahankan Kampung Tanjung Karang.

9p]
432 Letak Luas Dan Batas Desa Tanjung Karang

Desa tanjung Karang merupakan desa yang terletak di Kecamatan Kampar

e[S 33

@ri Hulu Kabupaten Kampar. Desa Tanjung Karang adalah salah satu dari dua
bg_as desa yang ada di Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Desa lain yang terdapat di
K%camatan Kampar Kiri Hulu adalah Desa Aur kuning, Desa Batu Sanggam,
l'_%sa Batu Sasak, Desa Danau Sontul, Desa Gajah Bertalut, Desa Gema, Desa
-

I@bun Tinggi, Desa Kota Lama, Desa Ludai, Desa Pangkalan Kapas, Desa

Y
Pangkalan Serai dan Desa Tanjung Belit.
n

£

Desa Tanjung Karang memiliki luas wilayah 1.726 Ha dan luas

pémukiman 341,5 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

nery WisEdy yrre
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=

Sebelah utara Desa Batu Sasak

N

Sebelah selatan Desa Gajah Bertalut

. Sebelah timur Desa Tanjung Belit

&

Sebelah barat Desa Aur Kuning

Ninyiweydio yeq o
w

Kependudukan
Penduduk Desa Tanjung Karang berjumlah 286 kepala keluarga. Jika

di}jhat menurut sosial ekonomi, pada umumnya masyarakat Desa Tanjung Karang

BIMERYSNS

bekerja sebagai petani kelapa sawit dan Karet. Hal ini mengingat Desa Tanjung
Karang merupakan daerah hutan yang lebat yang sebagian besar wilayahnya
ditanami kelapa sawit dan karet. Sumber mata pencaharian masyarakat Desa
Tanjung Karang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Tanjung Karang

No Jenis Pekerjaan Jumlah Persentase
A |Petani 933 59,8%
=2 [Pedagang 9 0,5%
©3 |PNS 35 2,2%
@4 [Tukang 12 0,7%
=5 Guru 54 3,4%
=6 |Bidan/perawat 6 0,4%
7 [TNI/Polri 6 0,4%
=8 |Pensiunan 2 0,1%
=9 |Sopir/Angkutan 9 0,5%
40 [Buruh 120 7,8%
J1 Swasta 375 24,2%
Jumlah 1561 100%

w
5P°

ber : Data Desa Tanjung Karang 2020

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa keadaan penduduk Desa

ulg uejn

njung Karang Masih didominasi oleh petani yaitu sekitar 933 orang atau 59,8%

I

o
nery wiseysy

I jJumlah penduduk 1561 jiwa. Kemudian selanjutnya adalah swasta yaitu 375
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©
oi';;lng atau 24,2%, dan yang paling rendah adalah pensiunan yaitu berjumlah 2

-
ofang atau 0,1%.

Sarana dan prasarana yang ada di Kantor Desa Tanjung Karang

Agar pemerintahan berjalan dengan lancar dan baik pasti memerlukan

nid esd

sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas, agar efisien dan efektif tentu
n%)merlukan sarana yang memadai, agar semua kegiatan tata usaha desa yang
ngliputi pencatatan, pengelolaan dan pendaftaran data sebagai informasi yang
dgpat digunakan untuk mengambil suatu keputusan, agar dapat berjalan dengan
bjik.

Untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan diatas, kantor kepala Desa
sebagai pusat pemerintahan di Desa Tanjung Karang, dilengkapi oleh sarana dan
prasarana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2 Sarana dan prasarana pada kantor kepala Desa Tanjung Karang

rl}_l)o Jenis Barang Jumlah Kondisi
a1 | Komputer 2 Baik
@ | Yamaha Vixion 1 Baik
@3 | Yamaha Jupiter 2 Baik
4 | Lemari Besi 4 Baik
=5 | Berangkas Besi 4 Baik
6 | Kursi putar 6 Baik
=7 | Kursi busa 5 Baik
B | Laptop 3 Baik
49 | Meja ruang rapat 13 Baik
20 | Kursi sudut 24 Baik
41 | Honda supra x 125 2 Baik
&2 | Honda supra x 126 1 Baik
13 | Printer 3 Baik
] Total 70
Sumber : Kantor Kepala Desa Tanjung Karang 2020
P
=
L oY
P
=
e
p+¥]
c
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©
g Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana pada kantor kepala Desa
-
Tanjung Karang sebagai penunjang jalannya pemerintahan dan tugas-tugas

ayanan pada pemerintahan desa sudah cukup lengkap dan pada kondisi baik.

Jarak Desa Tanjung Karang dengan Kecamatan Kampar Kiri Hulu

Nij1w 81d

betjarak sekitar 28 kilometer dengan lama jarak tempuh kurang lebih 2 Jam. Jarak

N

Dgsa Tanjung Karang dengan lbukota Kabupaten berjarak sekitar 70 kilometer
d;gan lama jarak tempuh kurang lebih 4 jam. Keadaan jalan Desa Tanjung
I%rang menuju Kecamatan Kampar Kiri Hulu dan ibukota Kabupaten Kampar
b?inyak yang belum diaspal. Untuk jalan utama yang ada di Desa Tanjung Karang
yang sudah diaspal sepanjang 3 Kilometer, dan sebagiannya lagi belum diaspal.
Sedangkan jalan-jalan yang lainnya masih banyak berlobang.

Adapun dalam bidang kesehatan Desa Tanjung Karang memiliki 1 unit
Puskesmas. Puskesmas yang ada di Desa Tanjung Karang memilik 1 unit
ambulance yang siap 24 jam melayani masyarakat Desa Tanjung Karang.
ng:skesmas Tanjung Karang sangat membantu masyarakat dengan adanya
pg_:)gram-program yang telah dibuat sehingga masyarakat lebih terbantu dalam

po¥]
kEsehatan.

Penduduk Desa Tanjung Karang Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten

HAtun >

mpar semua menganut agama Islam. Sarana ibadah yang ada di Desa

anjung Karang adalah Masjid yang berjumlah 3 unit dan mushola 14 unit.

&30 Kyrs

sjid dan mushola di Desa Tanjung karang dijadikan multifungsi disamping

3

adikan sebagai sarana ibadah, pengajian, dan juga sering digunakan sebagai

o
e

—t

nery wisey jurefg

pat musyawarah desa serta kegiatan-kegiatan sosial lainnya.
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©
§ Pendidikan merupakan salah satu indikator pengukuran tingkat sumber
-

daya manusia pada suatu daerah. Begitu juga dengan Desa Tanjung Karang
I%camatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar, lembaga pendidikan yang ada
diDesa Tanjung Karang sudah mulai berkembang diantaranya sudah terdapat
Pgdidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar
(%)), Madrasah Tsanawiyah (MTS), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Lembaga pendidikan di Desa Tanjung Karang Kecamatan Kampar Kiri

Bysn

hylu Kabupaten Kampar terdiri dari :

e

—~ a. Pendidikan anak usia dini (PAUD) 1 unit, dengan jumlah muridnya 30
orang dengan tenaga pengajar berjumlah 5 orang

b. Taman kanak-kanak (TK) 1 unit, dengan jumlah muridnya 54 orang dan
tenaga pengajarnya berjumlah 6 orang.

c. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 unit, dengan jumlah murid yang ada di
SDN 009 berjumlah 233 orang dengan jumlah pengajar 19 orang, dan

untuk SDN 007 berjumlah 220 orang dengan jumlah pengajar 20 orang

o

Madrasah Tsanawiyah (MTs) 1 unit, dengan jumlah muridnya 320 orang

dengan tenaga pengajar berjumlah 37 orang.

@

Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 unit, dengan jumlah muridnya 334

orang dengan tenaga pengajar berjumlah 27 orang.

nery wisey JireAg uejng jo A}JISIaATU() dDTWIR]S] 3)©1S
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©
4},) Pemerintahan

=

45,1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Desa

Kedudukan dan tugas Kepala Desa Menurut Undang-undang Nomor 6
:Tahun 2014 yaitu Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah di
desa, yang berada langsung dibawah bupati dan bertanggungjawab kepada
bupati melalui Camat. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan

pemerintahan  desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan

Y e)Ysng Nin y!lw eyd

nel

' kemasyarkatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam
melaksanakan tugas, kepala desa berwenang :
1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa

4. Menetapkan peraturan desa

o

Menetapkan APBDes

o

Membina kehidupan masyarakat desa

~

Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa

©

Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta
mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala prouduktif untuk

sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa

©

Mengembangkan sumber pendapatan desa

[EN
o

. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa

[EEN
[EEN

. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarkat desa

nery wisey JireAg uejng jo A}JISIaATU() dDTWIR]S] 3)©1S
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. Memanfaatkan teknologi tepat guna
. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif

. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa

hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, dan

. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud,

Kepala Desa berhak :

1.

2.

&

o1

Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa
Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa

Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan
lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.

Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan
Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada

perangkat desa

Selain mempunyai hak, Kepala Desa juga berkewajiban :

1.

N

w

Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhineka tunggal
ika.

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa

Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
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11.

12.

13.

=
ol

=
»

[EY
\l

1.

2.
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Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan

Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan,
profesional, efektif dan efisien, bersih, seta bebeas dari kolusi, korupsi dan
nepotisme.

Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan
di desa

Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik

. Mengelola keuangan dan aset desa

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
Menyelesaikan perselisinan masyarakat di desa

Mengembangkan perekonomian masyarakat desa

. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa

. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa

. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan

hidup, dan

. Memberikan informasi kepada masyarakat desa

Dalam melaksanakan tugas, hak, kewenangan dan kewajiban

sebagaimana dimaksud, kepala desa wajib :

Menyampaikan laporan penyelenggaraaan pemerintahan desa setiap akhir
tahun anggaran kepada bupati/walikota
Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir

masa jabatan kepada bupati/walikota
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§3. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara
-
g. tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran,
= dan
=
;:4. Memberikan  dan/atau  menyebarkan informasi  penyelenggaraan
=
=~  pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun
7))
£ anggaran.
-~
4]
4% Susunan Organisasi Pemerintah Desa Tanjung Karang
j4Y]
(=

Desa Tanjung Karang memiliki aparatur desa sebanyak 8 orang. Dari
bidang pendidikan aparatur Desa Tanjung Karang belum memiliki aparat yang
telah lulus sarjana, 2 aparatur yang lulusan D3, dan 6 orang lulusan
SMAV/sederajat. Tingkat pendidikan aparatur Desa Tanjung Karang dapat dilihat

pada tabel dibawah ini :

nery wisey JireAg uejng jo A}JISIaATU() dDTWIR]S] 3)©1S
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2 KESIMPULAN DAN SARAN

@)

®
6 Kesimpulan

z Pengelolaan keuangan desa merupakan sebuah mekanisme yang harus
dffalankan sesuai dengan PERMENDAGRI NO.113 Tahun 2014. Pemerintah desa

njung Karang dalam mengelola keuangan desa sesuai dengan PERMENDAGRI
.113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Pada penelitian ini hanya
membahas permasalahan dibidang pengelolaan keuangan desa di Desa Tanjung
Karang kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar untuk mengetahui
bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan desa di Desa Tanjung Karang
kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar serta mengetahui apa saja
hambatan-hambatan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Tanjung Karang
kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

9p]
15 Mekanisme pengelolaan keuangan Desa di Desa Tanjung Karang sesuai

23

@ dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 Tentang

e

. Pengelolaan Keuangan Desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

un 2

_pelaporan dan pertanggungjawaban. Adapun hasil penelitian yang dapat

peneliti sajikan sebagai berikut :

- Perencanaan, untuk RPJMDes sebagai dasar dalam penyusunan RKPDes
sudah dijalankan sebagaimana mestinya, dapat diketahui bahwa dari tahun
ke tahun mulai dari tahun 2015-2017 yang menjadi prioritas dalam
penggunaan anggaran adalah pembangunan infrastruktur. Berdasarkan

RKPDes arah penggunaan anggaran lebih didahulukan dan diutamakan
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untuk pembangunan infrastruktur desa seperti pembangunan jembatan,
box culvert, perpustakaan desa, semenisasi pasar desa, semenisasi jalan
terobosan, MCK PAUD, dan instalasi PAUD. Selanjutnya terkait adanya
sosialisasi penyusunan APBDes kepada masyarakat. Dapat dikatakan
bahwa sosialisasi sudah berjalan dengan baik. Sosialisasi dilakukan
dengan cara mengirim undangan rapat kepada masyarakat dan
penyampaian secara langsung. Selanjutnya yang terakhir terkait adanya
partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes dapat diketahui bahwa
partisipasi masyarakat dalam musrenbangdes sudah berjalan sebagaimana
mestinya, dapat diketahui bahwa masyarakat telah berpartisipasi dan
masyarakat yang hadir adalah BPD, Kadus, RT/RW,tokoh masyarakat,
tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, perwakilan sekolah yang
ada di desa tanjung karang, dan bidan desa.

Pelaksanaan, untuk kesesuaian penggunaan anggaran dengan tujuan dan
sasaran sudah berjalan sebagaimana mestinya. Dapat diketahui bahwa
Desa Tanjung Karang mempunyai RPJMDes yang diperkirakan 116
Milyar selama 6 tahun dengan rincian sebanyak 76 milyar untuk
pembangunan infrastruktur desa dan telah terealisasikan sebanyak 34, 4
milyar atau 45,3 % sudah terealisasai dari total dana untuk pembangunan
infrastruktur selama 4 tahun ini. Pembangunan yang dilakukan bertujuan
untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan mempermudah akses
masyarakat ke tempat-tempat pelayanan publik. Contohnya pembangunan
jembatan, box culvert, semenisasi, dan pasar desa. Selanjutnya untuk

adanya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sudah berjalan
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sebagaimana mestinya. Dapat diketahui bahwa desa tanjung karang dalam
pembangunannya melibatkan masyarakat setempat seperti tukang dan
pekerja berasal dari masyarakat setempat. Kemudian untuk keterbukaan
informasi dalam pelaksanaan pembangunan sudah berjalan sebagaimana
mestinya. Dapat diketahui bahwa Pemerintah desa sudah menjalankan
prinsip transparansi dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan adanya
papan informasi, spanduk dan prasasti disetiap pembangunan desa.

Penatausahaan, untuk adanya pencatatan setiap penerimaan dan
pengeluaran keuangan desa tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Kenyataan yang terjadi dilapangan bahwa tidak ada pencatatan yang
dilakukan oleh pihak desa atas penerimaan desa yang berasal dari PADes
yaitu tanah kas desa seluas 8 ha. Kemudian untuk hasil pencatatan
disampaikan kepada masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Dapat diketahui bahwa masyarkat hanya diberi informasi dari dana ADD
dan DD, sementara penerimaan dari tanah kas desa tidak di informasikan
ke masyarakat.

Pelaporan, yang pertama adalah dapat diketahui bahwa pemerintah desa
benar telah menginformasikan keuangan desa kepada masyarakat melalui
baliho APBDes, Namun yang diinformasikan pemerintah desa kepada
masyarakat tidak semuanya melainkan hanya dana yang bersumber dari
ADD dan DD saja. Penerimaan dari hasil tanah kas desa tidak dilaporkan.
Selanjutnya untuk adanya peran masyarakat dalam mengawasi pelaporan
keuangan desa dapat diketahui bahwa masyarakat telah berperan dalam

mengawasi pelaporan keuangan desa tanjung karang, bentuk pengawasan
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yang masyarakat lakukan adalah mengamati laporan keuangan desa
melalui baliho APBDes, meninjau lokasi pembangunan dan memberikan
saran kepada pemerintah desa.

Pertanggungjawaban, mengenai adanya pengawasan pemerintah desa
dalam pembangunan sudah berjalan sebagaimana mestinya, pengawasan
dilakukan dalam bentuk kehadiran aparatur desa dalam meninjau lokasi
pembangunan. Selanjutnya untuk adanya akses bagi masyarakat melalui
media informasi atau papan informasi dapat diketahui bahwa pemerintah
desa Tanjung Karang hanya menyediakan akses kepada masyarakat
melalui baliho APBDes. Pemerintah desa tanjung karang belum bisa
menyediakan laporan pertanggungjawaban keuangan desa secara online

karena keterbatasan SDM dan fasilitas yang belum memadai.

Hambatan dalam pengelolaan keuangan Desa Tanjung Karang kecamatan

Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar

Lemahnya pengetahuan yang dimiliki oleh pemerintah desa tentang asas
akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola pendapatan asli desa
merupakan salah satu hambatan dalam pengelolaan keuangan desa dan
memperlambat kemajuan desa Tanjung Karang. Pemerintah desa Tanjung
Karang tidak membuat laporan, pencatatan dan pembukuan terhadap hasil
dari PADes yang merupakan wujud dari asas akuntabilitas.

Lemahnya transparansi dalam mengelola pendapatan asli desa menjadi
hambatan bagi kemajuan kesejahteraan masyarakat desa Tanjung Karang
dan juga menjadi hambatan dalam upaya peningkatan pembangunan

infrastruktur desa.
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©
g- Pihak desa kurang proaktif terhadap keluhan masyarakat sehingga
-~
€ menghambat pengelolaan keuangan di Desa Tanjung Karang. Aspirasi
@)
2 yang disampaikan masyarakat terkesan sia-sia karena pemerintah desa
=
—  kurang menanggapi keluhan masyarakat.
=
=
6<2 Saran
7))
@ Berdasarkan pengamatan peneliti selama penelitian yang menemukan
-~
4]

begbagai kekurangan, maka peneliti mencoba memberikan saran bagi Pemerintah

8Y)
Desa Tanjung Karang kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. Saran ini

mungkin dapat dijadikan masukan bagi pemerintah desa dalam mengelola

keuangan desa. Peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk Pemerintah Desa hendaknya bisa memanfaatkan tekonologi

nery wisey JireAg uejng jo A}JISIaATU() dDTWIR]S] 3)©1S

informasi seperti adanya website atau aplikasi khusus yang memuat
seluruh informasi desa seperti profil desa, data penduduk, rencana
pembangunan desa, laporan pertanggungjawaban keuangan desa dan lain-
lainnya yang bisa diakses oleh semua masyarakat kapanpun dan
dimanapun sehingga masyarakat tidak perlu datang kekantor desa kalau
ingin tahu laporan keuangan desa, cukup dirumah saja. Kemudian untuk
para mahasiswa jika ingin memperolen data cukup download di
websitenya saja.

Hendaknya segera dibentuk BUMDes untuk mengelola PADes Desa
Tanjung Karang agar terkelola dengan lebih baik sehingga mampu
meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa Tanjung

Karang.
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Untuk pemerintah desa hendaknya menambah pengetahuan dengan lebih
banyak berkomunikasi dengan instansi terkait agar dalam melakukan
pengelolaan PADes tidak salah. Serta menerima setiap masukan dan saran
terkait pengelolaan hasil PADes.

Dalam pengelolaan PADes, sebaiknya dilakukan pencatatan secara baik
kemudian diinformasikan kepada masyarakat paling tidak 3 bulan sekali
berapapun hasilnya dan kemana saja uangnya digunakan.

Kepada pemerintah desa hendaknya menyediakan ruang diskusi dan ruang
aspirasi dari masyarakat.

Hendaknya memperbaiki pelayanan dalam menangani  keluhan
masyarakat.

Kepada instansi tetkait hendaknya memberikan pendampingan kepada
Desa Tanjung Karang agar pengelolaan keuangan desa lebih berjalan

dengan transparan.
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